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ABSTRAKSI
Azas keadilan dalam perpajakan merupakan azas yang fundamental,
sensistif, serta berpotensi memberikan dampak secara langsung, baik positif
maupun negatif terhadap penerimaan suatu negara, dan keadilan bagi semuanya
menumbuhkan kesetiaan luar biasa warga negara terhadap bangsanya. Dalam
upayanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan
ekstensifikasi Wajib Pajak, salah satu usaha ekstensifikasi tersebut adalah
pembuatan kebijakan penghitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan
kebijakan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Pedagang Eceran di wilayah KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan jika
dipandang berdasarkan azas keadilan.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
penelitian dokumen dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari KPP
Pratama Surabaya Pabean Cantikan, penelitian lapangan dilakukan dengan
wawancara secara langsung terhadap Wajib Pajak, Fiskus, dan Konsultan
Pajak,dan metode terakhir adalah dengan melakukan penelitian literatur. Lokasi
penelitian dalam Tesis ini dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya
Pabean Cantikan.
Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan penerapan PPh Pasal 25
bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu mencakup seluruh Wajib
Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha baik di bidang penjualan
barang (secara grosir maupun eceran) maupun melakukan kegiatan usaha
penyerahan jasa yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Tingkat
ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP
Pratama Surabaya Pabean Cantikan masih rendah, yang disebabkan karena
perasaan tidak adil yang dirasakan oleh para Wajib Pajak yang masuk ke dalam
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, serta kurangnya informasi dan
sosialisasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan penerapan PPh Pasal 25. Angsuran
PPh Pasal 25 yang harus disetorkan setiap bulan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengusaha Tertentu di rasa terlalu berat dan tidak adil karena akan terjadi hasil
kurang bayar ataupun lebih bayar yang besar di akhir perhitungan.
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